SALINAN

PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 58 TAHUN 2008
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 51 TAHUN
2008 TENTANG PENJABARAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

Menimbang :

Mengingat

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah di Kota

1.

Probolinggo dan untuk melaksanakan kegiatan yang mendesak serta
memerlukan dana yang besar, maka perlu dilakukan penggeseran dari
kelompok belanja tidak langsung pada kode rekening Belanja Bantuan Sosial
Organisasi Kemasyarakatan Bidang Profesi ke kode rekening Belanja Hibah
kepada Instansi Vertikal/Organisasi Semi Pemerintah dan penggeseran dalam
Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Probolinggo ;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a
Konsideran ini, dan sambil menunggu ditetapkannya Peraturan Daerah Kota
Probolinggo tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008, maka perlu merubah Peraturan
Walikota Probolinggo Nomor 51 Tahun 2008 tentang Penjabaran atas
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2008 yang ditetapkan dengan

Peraturan Walikota Probolinggo.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota
Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat

(Berita Negara tanggal 14 Agustus 1950) ;



10.

11.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3569) ;

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4048) ;

Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44 ,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) ;
Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851) ;

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggungjawab Keuangan Negara Program Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang
Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
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23.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4138) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Pemerintan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47) ;
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) ;
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) ;

Peraturan Pemerintan Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan
Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4513) ;
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574) ;

Peraturan Pemerintan Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) ;
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4577) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
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Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan
dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614) ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri 59 Tahun 2007 ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan
Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan
Komunikasi Intensif dan Dana Operasional ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;
Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2005 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2005 Nomor 2) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota
Probolinggo Nomor 8 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo
Tahun 2007 Nomor 8) ;

Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 13 Tahun 2006 tentang Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun
2006 Nomor 13) ;

Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo
Tahun 2006 Nomor 22) ;

Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Dana Cadangan (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun
2007 Nomor 5) ;

Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah
Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 1) ;



35. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 (Lembaran
Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 11) ;

36. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 51 Tahun 2008 tentang Penjabaran
atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 51 TAHUN
2008 TENTANG PENJABARAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11
TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN ANGGARAN 2008 .

Pasal 1
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Probolinggo Nomor Tahun 2008
tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 51 Tahun 2008
tentang Penjabaran atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008, diubah dan
harus dibaca :
1. Pasal 1 ayat (1) Pendapatan :

a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 32.345.541.867,67
b. Dana Perimbangan Rp. 316.108.445.353,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Rp. 56.941.043.812,89

Jumlah Pendapatan Rp. 405.395.031.033,56

2. Pasal 2 ayat (2) Belanja :
a. Kelompok Belanja Tidak Langsung diubah dan harus dibaca

1) Belanja Pegawai Rp. 150.651.242.098,20
2) Belanja Bunga Rp.
3) Belanja Subsidi Rp.
4) Belanja Hibah Rp. 11.744.049.049,51
5) Belanja Bantuan Sosial Rp. 13.743.364.030,00
6) Belanja Bagi Hasil Rp.
7) Belanja Bantuan Keuangan Rp.
8) Belanja Tidak Terduga Rp. 753.000.000,00

Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp. 176.891.655.177,71



b. Kelompok Belanja Langsung dibaca

1) Belanja Pegawai Rp. 44.181.992.704,00
2) Belanja Barang dan Jasa Rp. 118.252.703.037,87
3) Belanja Modal Rp. 103.870.615.443,55

Jumlah Belanja Langsung Rp. 266.305.311.185,13
Jumlah Belanja Rp. 443.196.966.363,13
(Defisit) (Rp. 37.801.935.329,57)

3. Ringkasan Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada pasal 1
angka 1 dan 2, tercantum dalam Lampiran a.

4. Penjabaran APBD yang mengalami perubahan sebagaiman dimaksud pada
pasal 1 angka 1 dan 2 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran b.

5. Lampiran sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan 4 merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota Probolinggo ini.

6. Pelaksanaan perubahan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan
Walikota Probolinggo ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan
perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2
Peraturan Walikota Probolinggo ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota Probolinggo ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota
Probolinggo.

Ditetapkan di  Probolinggo
pada tanggal 15 Oktober 2008

WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
H.M. BUCHORI

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 15 Oktober 2008

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO
Ttd,
Drs. H. JOHNY HARYANTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 010 176 702

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2008 NOMOR 58

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

—

SUNARMI, SH, MH
Pembina Tingkat |
NIP. 510 087 583




